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2.1 [bookmark: _Toc135370134]Penelitian Sebelumnya
Penelitian sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti melakukan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat membantu menunjukan orisinalitas dan keaslian dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang sudah dipublikasi terkait tema dan judul peneliti,
Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti dapat di lihat di dalam kolom di bawah ini :
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
	No
	Judul Penelitian
	Tahun
	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu
	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

	1.
	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Oleh Irwan Sandi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulakot
	2019
	1. Output tentang implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar
2. Metode penelitian menggunakan Kualitatif
	1. Teori Peneliti terdahulu menggunakan Van Meter dan Van Horn
2. Locus Penelitian mengambil lokasi di Dinas Sosial Kota Cirebon

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
	2021
	1. Metode penelitian menggunakan kualitatif
2. Fokus penelitian anak terlantar
	1. Lokasi penelitian berbeda
2. Teori yang di gunakan berbeda
3. Outcome yang dihasilkan berbeda

	3.
	Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar Oleh Besse Ernianti universitas Muhammadiyah Makassar
	2019
	1. Output tentang implementasi kebijakan
2. Metode penelitian menggunakan kualitatif
	1. Lokasi penelitian berbeda
2. Objek penelitian berbeda
3. Outcome yang di dapat juga berbeda

	4.
	[bookmark: _Toc130155160][bookmark: _Toc135370135]Kebijakan Pendidikan Anak Terlantar Di Panti Asuhan St. Louis De Monfort Kota Kupang Oleh Maria Lusiana Roja dari Universitas Muhammadiyah Kupang
	2020
	1. Persamaannya yaitu pada Objek penelitian tentang Anak Terlantar
2. Metode penelitian menggunakan kualitatif
	1. Lokasi Penelitian di Dinas Sosial Kota Cirebon
2. Teori Yang di Ambil juga berbeda
3. Outcome yang di dapat juga berbeda

	


5.
	Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kota bandung oleh Yeti Rohayati
STIA BANDUNG
Indonesia
	2019
	1. Objek penelitian tentang Anak Terlantar
2. Metode penelitian menggunakan kualitatif
3. Outcome tentang perlindungan anak terlantar
	1. Teori yang di ambil berbeda. 
2. Lokasi Penelitian di Dinas Sosial Kota Cirebon



Berdasarkan tabel di atas, kelebihan penelitian yang peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu :
1. Penelitian peneliti secara empiris berbeda locus atau lokasinya yaitu di Kota Cirebon.
1. Penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan pembinaan anak terlantar sedangkan peneliti tentang implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar. 
1. Produk penelitian terdahulu tentang implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar pada umumnya tetapi peneliti lebih focus ke program titik binaannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian peneliti ini unik, jelas secara akademis dan yuridis.
2.2 [bookmark: _Toc135370136]Tinjauan Pustaka
2.2.1. Konsep Administrasi Publik
Istilah administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari atas dua kata yaitu “ad” dan“ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Administrasi dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas sebagaimana dikemukakan oleh Handayaningrat (2000:2) yaitu : 
1. Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administratie (Bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Dengan demikian, kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian kecil dari kegiatan dari administrasi. 
2. Administrasi dalam arti luas, berasal dari kata administration (Bahasa Inggris). Beberapa pengertian administrasi dalam arti luas yaitu :
1. Menurut Leonad D. White : Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil, dan sebagainya.
1. Menurut Herbert A. Simon : Administrasi sebagai kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.
1. Menurut William H. Newman : Administrasi didefisiniskan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha kelompok dari individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.
Pengertian administrasi dalam arti luas juga dikemukakan oleh Siagian (2014:2) yaitu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, proses kerjasama itu bukan dilakukan secara asal-asalan tetapi didasarkan pada rasionalitas atau pemikiran tertentu. Hal ini berarti proses kerjasama (administrasi) itu harus direncanakan secara matang, diorganisasikan dengan baik, orang-orang yang bekerja sama harus digerakkan secara efektif, serta harus diawasi dengan baik. Hal ini kemudian melahirkan prinsip-prinsip administrasi/manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). 
Pengertian administrasi dalam arti luas sebagai proses kerjasama tersebut dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar seperti negara. Dalam skala kecil, Herbert A. Simon (Silalahi, 1992:8) mencontohkan jika ada dua orang yang bekerjasama untuk menggulingkan atau memindahkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan oleh hanya satu orang diantara mereka, maka dalam kegiatan tersebut terdapat proses administrasi. Meskipun demikian menurut Silalahi (1992:9), tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dapat disebut sebagai administrasi karena yang dapat dikategorikan sebagai administrasi adalah kerjasama yang diorganisasikan atau kerjasama keorganisasian (organizational cooperation).
Maksudi (2017:28) mengatakan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu dari aspek proses, fungsi dan pranata (lembaga). Administrasi dari aspek proses meliputi pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan. Administrasi dari aspek fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atau disebut juga fungsi-fungsi manajemen/administrasi. Sedangkan administrasi dari aspek pranata (lembaga) meliputi tata cara atau prosedur resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusia dalam organisasi. 
Administrasi sebagai ilmu lahir pada abad ke-18. Beberapa tokoh yang sangat berperan dalam kelahiran ilmu administrasi (administration science) yaitu :
1. Frederick Winslow Taylor (1856-1915), seorang insinyur dari suatu perusahaan industri di Amerika Serikat. Pemikiran Taylor dituangkan dalam buku “Principles of Scientific Management” (1911) yang berfokus pada Studi Waktu (Time Study) bagi setiap pekerjaan untuk mewujudkan efisiensi di sektor industri melalui penggunaan metode ilmiah dalam manajemen. Taylor kemudian dikenal sebagai “Bapak Manajemen Ilmiah”.
1. Henry Fayol (1841-1925), seorang ilmuwan dari Perancis. Fayol dikenal sebagai “Bapak Teori Manajemen”. Fayol mengatakan 5 fungsi utama administrasi/manajemen yang dikenal dengan akronim POCCC yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding (pemberian perintah), Coordinating (koordinasi), dan Controling (pengawasan). 
Fayol juga mengatakan 14 prinsip organisasi yaitu Division of work (pembagian kerja), Authority and responsibility (otoritas dan pertanggungjawaban), Discipline (disiplin), Unity of command (kesatuan perintah), Unity of direction (kesatuan arah), Subordination of individual interest to the general interest (mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi), Remuneration (remunerasi/penggajian), Centralization (sentralisasi), Scalar chain (rantai wewenang), Order (tata tertib), Equity (keadilan), Stability of tenure personnel (stabilitas jabatan pegawai), Iniciative (inisiatif), dan Esprits de corps (jiwa korps). Pemikiran Fayol tersebut dituangkan dalam dalam buku berbahasa Perancis berjudul “Administration Industrielle et Generale”, tetapi kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi “General and Industrial Management”. 
1. Max Weber (1864-1920), seorang sosiolog dari Jerman. Weber mengatakan teori birokrasi, suatu organisasi tipe ideal sebagai alat paling efisien untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Weber mengatakan 10 karakteristik birokrasi ideal yaitu :
1. Para anggota staf bersifat bebas secara pribadi.
1. Terdapat hirarki jabatan yang jelas.
1. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan jelas.
1. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak.
1. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional dan idealnya berdasarkan pada suatu ijasah yang diperoleh melalui ujian.
1. Para pejabat mempunyai gaji dan biasanya dilengkapi  dengan hak-hak pensiun dan bersifat berjanjang menurut kedudukan di dalam hirarki.
1. Pos jabatan adalah lapangan pekerjaan pokok bagi para pejabat.
1. Suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan atas senioritas dan keahlian (merit) serta menurut pertimbangan keunggulan.
1. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut.
1. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.
Administrasi dalam perkembangannya melahirkan beberapa cabang yang merupakan spesialisasi dari administrasi. Salah satu cabang atau spesialisasi itu adalah administrasi publik (public administration). Secara sederhana administrasi publik adalah administrasi yang obyeknya publik. Menurut Syafiie dkk (2003:17), istilah publik berasal dari Bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Arti publik sendiri yaitu sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Itulah sebabnya publik tidak langsung diartikan penduduk, masyarakat, warganegara ataupun rakyat, karena kata-kata tersebut berbeda.
2.2.2. Kebijakan Publik
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.


Pengertian Kebijakan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
1. Friedrich, Carl (Soenarch, 2003:42) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah adalah suatu tindakan yang diusulkan bagi seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan di mana terdapat hambatan dan peluang yang diharapkan dapat dipenuhi, dan Mengatasi hambatan yang berkaitan dengan realisasi cita-cita atau realisasi kehendak dan tujuan tertentu.
2. Chandier & Piano (dalam Tangkilisan, 2003:1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Padahal, kebijakan tersebut telah membantu banyak pelaksana di level birokrasi pemerintahan dan politisi untuk menyelesaikan masalah publik.
3. Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah sosial baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ada tiga tingkatan dampak dalam implementasi kebijakan publik sebagai akibat dari tindakan pemerintah, yaitu:
A. Politisi, pejabat pemerintah atau lainnya membuat keputusan atau keputusan politik yang dimaksudkan untuk menggunakan kekuasaan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat,

B. Merupakan akibat politik dimana kebijakan yang dilaksanakan pada tataran ini menuntut pemerintah untuk mengatur, menganggarkan, mempekerjakan dan mengatur program-program berupa program-program yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
C. Ada efek politik, jadi efek keputusan politik mempengaruhi kehidupan masyarakat.
4.  Menurut Arenawati (2013:82) beberapa pengertian kebijakan, yaitu sebagai berikut:
A. Mustoprdidjaja, Kebijakan pada umumnya digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan perilaku negara pada umumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh masyarakat tampak dalam peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD. 
B. Anderson, kebijakan adalah tindakan dengan tujuan yang diambil seseorang untuk memecahkan masalah.
C. Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dari ketiga pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah daerah untuk melakukan sesuatu atau sesuatu untuk memecahkan suatu masalah.
Kebijakan umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Nurcholis, 2007, 265-267):
1. Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga semua variabel dari semua masalah yang akan diselesaikan tercakup. 
3. Unit organisasi pelaksana harus melaksanakan kebijakan.
4. Kebijakan harus dievaluasi apakah dapat menyelesaikan masalah atau tidak.
Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang ditetapkan, diundangkan, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kebijakan publik meliputi undang-undang, peraturan, keputusan dan undang-undang, peraturan, keputusan dan tindakan eksekutif cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif, birokrasi negara, penegakan hukum dan badan pembuat keputusan publik.





B. [bookmark: _TOC_250017][bookmark: _Toc130155162][bookmark: _Toc135370137]Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari kata “implementation” yang berarti implementasi atau pelaksanaan. Tujuan implementasi adalah untuk menerapkan teori pada kenyataan sedemikian rupa sehingga dapat mengambil manfaat dari teori tersebut dan selanjutnya dapat mengembangkannya dengan lebih sempurna. Jadi implementasi adalah penerapan yang bersumber dari teori, atau penerapan yang menyimpang dari teori kemudian menerapkannya di lapangan, sehingga permasalahan yang ada mengarah pada hasil yang realistis
Ripley dan Franklin ( Winarno 2016 : 134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang – undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi merujuk pada sejumplah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan- tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.
Sementara itu Grindle (Winarno 2016:135) juga memberikan pandangan dengan menyatakan secara umum, tugas implementasi adalah membentuk sesuatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan  bisa direalisasikan menjadi dampak dari sesuatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya “ a policy delivery system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai ke tujuan yang diinginkan
Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat perspektif, sebagai berikut: 1) Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan (yaitu siapa yang mengimplementasikan kebijakan), 2) sifat proses manajemen (yaitu inti dari proses manajemen), 3) kepatuhan terhadap isi kebijakan (yang berarti kepatuhan terhadap kebijakan), 4) efek (maksudnya akibat penerapan kebijakan), Anderson (dalam Fadillah Putra, 2003:82).  
Beberapa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa pakar sebagai berikut :
1. Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan oleh individu atau pejabat, negara atau kelompok swasta, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. 
2. Charles Jones (dalam Nuryanti, 2013) mengemukakan implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas yakni a) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, b) interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, c) aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan rutin yang meliputi barang dan jasa.
3. Edward III (Winarno 2016:155) Menanamkan model Implementasi Kebijakan Publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implemetation, Implementasi adalah salah satu tahap kebijakan publik,  antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Edward III (Winarno 2016:156 )mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program, diantaranya (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokasi 
Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Edward III, karena teori Edward III dianggap paling tepat mewakili teori-teori lain tentang implementasi, dibuktikan dengan adanya 4 Dimensi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi penelitian.
1. Komunikasi 
Sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi Kebijakan Publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Keberhasilan kebijakan masyarakat agar implemantator mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Berapa hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, Konsisten, Kejelasan.
a. Transmisi 
Sebelum pejabat dapat mengimpementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
b. Kejelasan
Jika kebijakan diimplementasikan sesuai sebagimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi tetapi komunikasi kebijakan itu juga harus jelas.
c. Konsisten
Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
2. Sumber Daya
Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Inilah beberapa parameter dalam sumber daya


a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (SDM). Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar lebih efektif tanpa sumber daya implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
b. Sumber Daya Finansial
Selain Sumber Daya Manusia yang penting, dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Pentingnya finansial yang cukup untuk menjalankan program yang telah ditentukan. Sehingga implementasi berjalan secara efektif.
c. Fasilitas ( Sarana dan Prasarana)
Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seseorang pelaksana mungkin mempunyai sumber daya manusia yang memadai tetapi tanpa bagunan sebagai kantor untuk melakukan koordiinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak berhasi.
1. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap dari pelaksanaan kebijakan yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan  dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sifat atau pserspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.
a. Kepatuhan pelaksana
Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya apabila tingkah laku para perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
b. Insentif
Mengubah personel dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar. Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah denga memanipulasi insentif.
2. Struktur Birokasi
Struktur Birokasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya  prosedure operasi yang standar (Standart operating procudure) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red Tape, yakni prosedur birokasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
a. Standar Operating Prosedure
Salah satu aspek struktur birokrasi adalah standar operating prosedure (SOP). Biasa digunakan dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam publik dan swasta.
b. Fragmentasi
Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain.
C. [bookmark: _Toc130155163][bookmark: _Toc135370138]Program
Program kegiatan didefinisikan sebagai serangkaian rencana yang dirancang untuk dilaksanakan selama periode waktu tertentu. Penyusunan program kegiatan harus sistematis dan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Program yang berhasil memang penting, tetapi implementasinya adalah opsional. Sedangkan agenda bersifat wajib dan harus diprioritaskan. Hakikatnya, agenda tersebut merupakan perwujudan visi dan misi organisasi atau instansi. Dengan rencana bisnis, organisasi atau instansi lebih berorientasi pada pekerjaan. 
Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 10 atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. 

Beberapa Pengertian Program menurut para ahli sebagai berikut :
1. Santosa (Soesanto, 2011:17) mengemukakan bahwa pprogram adalah suatu sistem rencana kegiatan suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untung rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.
2. Hans Hochholzer ( E Hetzer 2012:11) program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis terpadu oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama denga swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan yang dicapai.
3. Menurut Miltenberger (2016), program adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. 
4. Menurut Franklin (2014), program adalah suatu rangkaian kegiatan atau intervensi yang bertujuan untuk mengubah perilaku atau kondisi tertentu, yang dirancang dengan mempertimbangkan sumber daya, strategi, dan proses evaluasi.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
D. [bookmark: _Toc130155164][bookmark: _Toc135370139]Anak Terlantar
Anak terlantar adalah anak yang ditelantarkan, sengaja atau tidak sengaja, oleh orang tua atau keluarganya, tanpa tempat tinggal atau pengasuhan yang memadai, dan tanpa perlindungan yang memadai. Anak-anak terlantar seringkali hidup di jalanan, di panti asuhan atau panti asuhan, dan seringkali menghadapi berbagai masalah dan resiko, seperti eksploitasi seksual, kekerasan dan kecanduan narkoba.
Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social (Peraturan Daerah Kota Cirebon No 6 Tahun 2009 pasal 1 ayat 8).
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tua atau keluarganya dan tidak diasuh dan diasuh secara memadai. Anak-anak terlantar seringkali hidup di jalanan atau di panti asuhan dan memiliki banyak masalah sosial dan kesehatan. Upaya pencegahan dan penanganan anak terlantar dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengasuhan dan dukungan yang memadai.  
2.3 [bookmark: _Toc121317331][bookmark: _Toc135370140]Kerangka Pemikiran
Kerangka Berfikir merupakan penjelasan tentang isu-isu yang menjadi pokok masalah, dan kerangka konseptual dibuat berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang relevan. Berdasarkan judul penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar terlantar pada program titik binaan di Dinas Sosial Kota Cirebon
[bookmark: _Toc135370141]Sesuai dengan Peraturan Daerah no 06 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak dengan perlindungan khusus.  Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
[bookmark: _Toc135370142]Permasalahan yang diangkat adalah tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Program Titik Binaan di Dinas Sosial Kota Cirebon masih belum berjalan secara optimal. Karena kurangnya sumberdaya menjadi factor utama dalam menghambat implementasi kebijakan.
Teori yang digunakan dalam kerangka berikut adalah teori dari Edward III (Winarno, 2017:155) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat di pengaruhinya. Dalam teori ini terdapat 4 variabel pendukung yaitu : 
0. Komunikasi
0. Sumberdaya
0. Disposisi
0. Struktur Birokrasi
[bookmark: _Toc135370143]Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Program Titik Binaan di Dinas Sosial Kota Cirebon terbagi menjadi 2 yaitu sudah optimal dan belum optimal. 
[bookmark: _Toc135370144]Implementasi Kebijakan yang belum optimal dilakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Program Titik Binaan di Dinas Sosial Kota Cirebon dalam kekurangan sumberdaya dapat bekerja sama dengan di luar instansi Dinas Sosial Kota Cirebon yaitu pihak swasta atau mencari donasi.
[bookmark: _Toc135370145]Implementasi Kebijakan yang sudah optimal untuk terwujudnya kesejahteraan anak-anak terlantar di Kota Cirebon. Dengan ini Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Program Titik Binaan di Dinas Sosial Kota Cirebon sudah optimal
[bookmark: _Toc135370146][bookmark: _GoBack]Dengan ini kerangka pemikiran yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Program Titik Binaan di Dinas Sosial Kota Cirebon ialah sebagai berikut:
INPUT
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 tentang perlindungan anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum
Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III (Winarno, 2017:155)
1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi


PROSES
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Program Titik Binaan di Dinas Sosial Kota Cirebon

F
E
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D
B
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K



OUTPUT
Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Berjalan Optimal
OUTPUT
Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Belum Optimal
 





Upaya
1. Membangun Program Titik Binaan
2. Memberikan Bantuan ke Anak Terlantar
OUTCOME
Terwujudnya Perlindungan dan Kesejahteraan Anak terlanar di  Kota Cirebom





Gambar 2.1 Keranga Pemikiran
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